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TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
I'ahun Anggaran 2005. perlu menctapkan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah:

bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud hurut a. perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dati
[I Way Kanan. Kabupaten Dati I Lampung Timur dan Kotamadya
Dati Il Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 62. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);



6.

9.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Ncgara Rl Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4355):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemcrintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggung jawaban Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4022):

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
204. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 ):

Peraturan Pemcrintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4027):

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118.
Tambahan [.embaran Negara Nomor 4138):

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139):

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pcdoman  Pengurusan. Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah:



19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun
2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten scbagai Daerah
Otonom;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun
2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2005
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005.

Memperhatikan  :  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3172/SJ perihal Pedoman
Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2005.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 10.000.000.000.-
b. Dana Perimbangan Rp. 364.047.603.300.-
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp. 13.170.000.000.-
Jumlah Pendapatan Rp. 387.217.603.300.-
2. Belanja
APARATUR DAERAH
a. Belanja Administrasi Umum Rp. 81.549.004.990.-
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan  Rp. 18.819.232.465.-
¢. Belanja Modal Rp. 7.138.229.100.-
Rp. 107.506.466.555.-
PELAYANAN PUBLIK
a. Belanja Administrasi Umum Rp. 149.214.974.300,-
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan ~ Rp. 52.881.648.141.-
¢. Belanja Modal Rp. 39.156.697.780,-
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Rp. 57.755.269.740,-
Keuangan
| e. Belanja Tidak Tersangka Rp. 1.000.000.000.-
Rp. 300.008.589.961.-
Defisit Rp. 20.297.453.216.-
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Daerah Rp. 22.297.453.216.-
b. Pengeluaran Daerah Rp. 2.000.000.000.-

Rp. 20.297.453.216.-



Pasal 2

Penizharan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran
Peraiuran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 12 April 2005

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

{
. H. BAHUSIN. MS

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal T4y April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. SATONO,_SH-SP.

Pembina Utama Muda
NIP. 460010527

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2005, NOMOR : 06



